BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ‘& TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFPATI PASAMAN BARAT

. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun
suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari
dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari;

bahwa wuntuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedomnan Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerak%
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679); -



. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintali Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir-
dengan Peraturan Pemerintalh Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6C Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pemerintahan Nagari;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nemor 122 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun

Anggaran 2017;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang ditnaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,

Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-
batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat
Minangkabau {Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah) dan atau
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah

Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang rmelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokrafis,

Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Nagarl. ' ‘
Keuangan Nagari adalah semus hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan Nagari.

Swinber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri
atas Pendapatar Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Desa,
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari vang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan
keunangan dari dari Pemerintah, Pemerintalh Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan

lain-lain pendapalan Nagari vang sah.



25.

Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan
dan penetapan APB Nagari;

Pasal 2
Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017, meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemerintah
Daerah
b. Prinsip penyusunan APB Nagari
c¢. Kebijakan penyusunan APB Nagari
d. Teknis penyusunan APB Nagari; dan
¢. Hal-hal khusus lainnya;
Uraian pedoman i)enyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Fasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Diundangkan di: Simpang Empat

pada tanggal  : X Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH

KARBUPATEN PASAMAN BARAT,

e
L]

MANUS HANDRE

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43

Pejabat Tanggal Paraf
Sekda
; Ly
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR : ¢ TAHUN 2017 :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA

NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017

Siukronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Devgan Kebijakan Pemerintah

Daeral Kabupaten Fasaman Barat.

Dalam Rencana Keria Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan
bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaraﬁ tahun Kedua dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} 2016-2021 dan juga
merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis -
serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas

hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

REPD memuat rancangan kerangka eckonomi daerah; program prioritas
pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
schagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arsh kebilakan pembangunan daerah sebagaimana yang
tercantum dalam RPIJMD Kabupaten Fasaman Barat Tahun 2016-2021, maka
Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 yaitu Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonorni untuk Meningkatkan Kessjahteraan serta Mengurangi
Ketertinggalan Daerah. Adapun indikator makro adalah sebagai berikut :

1. Angksa Kemiskinan, 6.80%

2. Angka pengangguran, 3,7 %

3. Jumlah jorong tertinggal, berkurang 2 (dari 18 jorong menjadi 16 jorong)

4. % penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan memadai,

83%

% Akses sanitasi layak, 36%

% rasio elektrifikasi {cakupan penerangan listrik), 85%

Target Indikator terkait Nagari Tahun 2017
1. Rasio penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari, 30%
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10.
11.
12.
13.
14,

15.
16.
17.
18.
19.
. Jumilah nagari yang memiliki pondok Al Quran, 15 Pondok Al-Qur’an
21.
22.
23.
24.
25.

% Swadaya Masyarakat dalam pembangunan nagari (tenaga, alat,
bahan/material), 15%

% Perturnbuhan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana pembangunan
nagari (TPK), tumbuh 9% dibanding Tahun 2016

Jumlah kerjasama nagari {antar nagari dan pihak ke-3), 24 Kerjasama
Jumlah kelompok BP-SPAMS Binaan, 112 kelompok

% Laba Bumnag dari Penyertaan Modal, 10% dari penyertaan modal

Jumlah penyelesaian batas wilayah pemerintahan nagari

Pemekaran pemerintahan nagari, 19 nagari

Sertifikat Asset Nagari, S Sertifikat

% Realisasi Belanja Nagari, 90% dari Total APB Nagari

Persentase pasar dalamn kondisi baik, 82,08% dari 34 Pasar

Cadangan pangan nagari, 5 ton

Angka Partisipasi PAUD usia 3 - 6 tahun, 52,02% dari jumlah anak usia 3-6

tahun

Jumlah Posvandu terintegrasi PAUD, 55 Unit

Jumlah kader Posyandu Binaan, 2.230

Rasio posyandu per satuan balita, 1 posyandu untuk 107 balita (1:107)
% Posyandu Mandiri, 35%

Rasio polindes/ poskesdes 1:1.000

Jumlah Perna yang dikeluarkan nagari, 10 Perna/nagari
Jumlah dasawisma, 2800 dasawisma

% kader Khusus (terlatih/Jumlah) Kader PKK, 32%

Jumlah produk inovasi daerah berbasis teknologi, 10 Buah
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, 250 Unit

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hahwa Prioritas, program dan kegiatan

Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan

masyarakat Nagari yang meliputi :

a.
b.

C.

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis can sumber daya lokal yang tersedia

Pengembangan ekonomi pertanian becrskala produktif

Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi

Pendayagunaan sumber daya alam

Pelestarian adat istindat dan scsial budaya Nagari



h.

L

Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari
berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari

Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Nagari

III.

Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai
berikut :

1.

(2

7.

10.

Sesuai dezﬁgan kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari
herdasarkan urusan dan kewenangannya

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APR Nagari

Partisipatif, dengan inelibatkan masyarakat

Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

Tidak berteniangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan Nagari lainnya

Semua penerimaan {baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa)
dianggarkan dalam APB Nagari

Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.

Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran pengeiunaran bharus didukung dengan adanya kepastian
ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan

dasar hukum vang melandasinya.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Nagari

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan

APB Nagari Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja

Nagari dan pembiayaan Nagari.

1.

Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tabun Anggaran
2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi
semua, penerimaan uang melalui rekening Nagari yangmerupakan hak Nagari

dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.



a. Pendapatan asli Nagari

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas

usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk

hasil wusaha Nagari, hasil kekayaan Nagarim hasil swadaya dan

partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari

yang sah.

1) Hasil usaha Nagari
Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari
yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh
pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan
Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari, Lumbung Pangan
Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam, Hasil
usaha melalui kerjasaman Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain
hasil usaha Nagari yang sah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan Nagari
Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan
secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan
penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah Kas Nagari, Pasar
Nagari Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan lkan yang
dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekavaan milik Nagari.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah
seluruh bentuk kontribusi masyarakat Nagari, baik dalam bentuk
barang dan tenaga {vang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam
bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan
bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam
membangun kantor Nagari.

4} Lain-lain pendapatan asii Nagari yang sah
Lain-lain pendapatan ash Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari
(vang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Nagari, hasil kekayaan
Nagari, hasil swadava dan partisipasi, dan hasil gotong royong

masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Nagari.

b. Dana Transfer ke Nagari
1} Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan
digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan
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Desa tiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017,
Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten
merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang ‘berasél dari
bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari
Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan
sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati
tersebut belum ditetapkan, penganggai;:an pendapatan dari Dana
Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Nagari (ADN)

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
yang selanjutkan dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana Nagari
dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian
Besaran Alokasi Dana Nagari {(ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum
ditetapksan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan
pada tahun sebelumnya.

4)j Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan
kabupaten kepada Nagari merupakan wupaya untuk mendukung
pembangunan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan
kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat
umum. Bantuan keuangan dianggarkan apﬁbﬂa sudab ada dasar
hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang
diterima oleh pemerintah Nagari herupa dana tunai.

2) Lain-lain pendapatan Nagari yang sah

Lain-lain pendapatan Nagari yang sah antara lain pendapatan sebagai



berlokasi di Nagari. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah

ada kesepskaian tertulis antara Pemerintah Nagari dan Pemberi,

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan

Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari:

kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari,

kewenangan yang ditugaskan oleh rPemerintah, pemerintah provinsi, atau

pemerintsh kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan

ketentuarn :
1. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana desa dengan ketentuan sebagai

berikut;

a.
b.

Kegiatan Pemberdayaan maksimal sebesar 25 %

Kegiatan Pembangunan fisik minimal sehesar 75 %

2. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana Nagari dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

Untuk Kegiaton Pembangunan fisik minimnal sebesar 30 % dari total
pagu ADN sctelah dikurangi belanja penghasilan tetap perangkat nagari

dan bamus serta biaya operasional nagari pemekaran.

. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pagu total

anggaran digunakan untuk:
Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
Operasional Pemerintahan Nagari

Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari

Kiasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok :

a.
b
C.
d

€.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

. Pemberdayaan Masyarakat Nagarti

Belanja Tak Terduga

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaren Pendapatan dan Belanja

Nagari dibagi menjadi :



a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat

N

agari

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari se-

[

abupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

. Penghasilan tetap besarannya sesual dengan standar biaya nagari

. Penghasilan tetap perangkat Nagari hanya dapat dibayarkan setiap

bulannya kepada perangkat Nagari yang sudah dilantik dan diambil
sumpah oleh Wali Nagari yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat
Keputusan Penetapan Perangkat Nagari.

Bagi perangkat Nagari yang belum melaksanakan pelantikan dan
pengambilan sumpah, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan
pelaksanaan pengukuhan dan  tetap akan mendapatkan hak

enghasilan tetaprniya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas

. Perangkat Nagari yang dapat dibayarkan penghasilan tetapnya adalah
perangkat nagari yang diangkat sesuai dengén peraturan pengangkatan
perangkat nagari

Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, ¢ dan d berlaku juga bagi

perangkat nagari persiapan

2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratn Nagari besarannya sesuai

dengan biaya standar nagari

3) Operasional Pemerintahan Nagari

a.

Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :

- Belanja Barang Habis Pakai maksimal Rp. 50.000.000,- per tahun
Tunjangan Asuransi Kesechatan bagi Wali Nagari dan tanggungannya
maksimal kelas II, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas III
yvang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besaranya mengacu
kepada peraturan perundang-undangan;

- Belanja cetak dan penggadaan maksimal 10.000.000,- per tahun

- Belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan

- Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan (biaya langganan
Koran, telepon, internet, den listrik)

- Uang Lembur rmaksimal Rp. 12.000.000,- pertahun

- Biaya Makan dan Minurg Rapat maksimal Rp. 50.000.000,- pertahun

Belanja Pendidikan dan Pelatithan Aparatﬁr Nagari maksimal Rp.

30.000.009,- pertahun

Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi

belanja :

- Pengadaan Komputer/Laptop mengacu kepada standar pengadaan
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- Pengadaan Pakaian Dinas sesuai dengan standar biaya nagari
- Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi,
lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera
merah putih dan lain-lain.
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2
(dua) Unit
d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar
Rp.100.000.000,- pertahun dengan ketentuan 75 % dialokasikan untuk
perjalanan dinas dalam daerah dan 25 % untuk perjalanan luar daerah
e. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Nagari.
4) Penunjang Operasional Bamus
Besaran anggaran Penunjang Operasional Bamus yang dipergunakan
antara lain untuk :
a. Biaya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp.
5.000.000,- per tahun
b. Pakaian bagi anggota Bamus sesuai standar biaya nagari maksimal 1
stel per orang per tahun
Biaya makan dan minum rapat maksimal Rp. 15.000.000,- per tahun

oo

Belanja Perjalanan dinas maksimal Rp. 20.000.000,-pertahun

bt

Insentif/biaya pembahasan penyusunan Peraturan Nagari yang

besarannya sesuai standar biaya

5) Eeleksi Perangkat Nagari
Penetapan Anggaran seleksi Perangkat Nagari dipergunakan untuk Belanja
Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Nagari/ Nagari persiapan yang
dianggarkan setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-, yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK |
- Honor Panitia Seleksi
- Makan minum rapat

8) Pemilihan Bamus
Penetapan Anggaran Pemilihan Anggota Bamus dipergunakan untuk
Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota Bamus melalui Pemilihan
di wilayalh Nagari setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-. Yang dipergunakan
untuk :
- Biava ATK
- Makan minum rapat

7} Penyusunan Dokumen RPJM Nagari
Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM Nagari
bagi Nagari yang melaksanakan Pilwana Tahun 2017 dan evaluasi
RPJMNagari setinggi-tingginva Rp. 30.000.000,-. Yang dipergunakan

wntuk :



Biaya ATK.
- Biaya Cetak dan Pengandaan
- Homnor Tim Penvusun
- Honor Narasumber
- Makan minum rapat
- Sewa tempat

- Sewa Penginapan narasumber

8) Penyusunan Dokumen RKP Nagari

Kegiatan penyvusunan Dokumen RKP Nagari yang dipergunakan untuk :
Biaya ATK maksimal Rp. 566.000,-
Honor Tim Penvusun RKP yang besarannya sesuai standar biaya nagari

- Biaya Persncanaan Fisik maksimal sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan
Biaya Pengawasan Fisik dan Sertifikasi maksimal 1% dari nilai pagu
kegiatan

- Biaya Penyusunan RAB dan Matrik Kurikulum Pemberdayaan maksimal
sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan
Biaya Makan minum rapat

~ Uang Pengantian transportasi tim perumus yang besarannya mengacu

kepada standar biaya nagart

9) Penyusunan Laporan Keuangan Nagari, LPP Nagari dan LKPJ Nagari;

10)

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Permerintahan Nagari (LPPNagari) dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPJNagari), setinggi-tingginya

Rp. 5.000.000,-.

- Biaya ATK.,

- Uang Lembur

- Belanja Cetak dan Penggandaan

- Makan minum rapat

Pemilihan Wali Nagari

Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp.

53.000.000,~- dan setinggi-tingginya Rp. 90.000.000,- dengan ketentuan

sebagai berikut :

- Sampai dengan 5000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.

- 5000 sampai dengan 10.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp.
75.000.000,.

- 10.000 sampai dengan 15.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp.
90.000.000,-.

Biaya tersebut digunakan untuk:

- Biaya malkan dan minum rapat

- Honorarivm panitia pemilihan Wali Nagari dan panitia pengawas



11)

12)

13)

14)

15)

Biaya Pembuatan TPS dan Kotak suara
- Biaya Pengamanan

Biaya cetak surat suara
- Biaya ATK

Lomba Nagari
Anggaran Lomba Nagari dipergunakan untuk Belanja barang dan jasa

persiapan lomba mnagari dengan anggaran setinggi-fingginya Rp.
10.000.000,- per nagari
Penataan Nagari
Anggaran Penataan Nagari dipergunakan untuk Belanja Penataan
Pemerintanan Nagari dan Kelemmbagaan Nagari persiapan dan penetapan
tapal batas berupa helanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja
modal dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- per nagari
persiapan
Musyawarah Rencana Pembangunan Nagarl (Musrenbang Nagari)
Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunén Nagari maksimal sebesar
Rp. 7.500.G00,-. Yang dipergunakan untuk : ’
- Biaya ATK
- Makan minum rapat

Biaya Spanduk
- Biaya cetak dan Pengadaan

Musyawarahl Nagari

Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Nagari, Pemerintan Nagavi, dan unsur inasyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat
sirategis, antara lain :

a. Penataan Nagari

b. Perencanaan Nagari (RPJMNagari, RKPNagari dan APB Nagari)

¢. Kerjasama Nagari

d. Rencana investasi yang masuk ke Nagari

e, Pembentukan BUM Nagari

f. Penambahan dan pelepasan aset Nagari

g. Kejadian luar biasa

Anggaran Musyawarah Nagari maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 1
kali Kegiatan Musyawarah Nagari dengan ketentuan paling sedikit peserta
rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.
Pendataan Profil Nagari; '

Anggaran Pendatasan Profil Nagari disesuaixan dengan kebutuhan Nagari.
Alokasi anggaran ini digunakan untuk, antara lain untuk belanja

barang/jasa. Besaran biaya untuk pendataan profil nagari mengacu
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b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Nagari dilakukan dengan Pola

Swakelola yauvg kegiatannya mengacu pada RPJM Nagari/RKP Nagari

dan/atau hasil Musyawarah Nagari yang akan diatur kemudian dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

1)

2)

Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur DPan

Lingkungan Nagari, diantaranya :

a. Pembangunan jalan Lingkungan

b. Pembangunan jaian Pemukiman

¢. Pembangunan irigasi Nagari

d. Pembangunan Drainase

¢. Pembangunan jembatan antar kampung

f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan hanya
dapat dialokasikan dari dana ADN

g. Pembangunan Kantor Nagari hanya dapat dialokasikan dari dana ADN

h. Pembanguanan CGedung Pelayanan Kesehatan Nagari
(Puskesdes/ polindes)

i. Perbaikan jalan linglkungan dan pemukiman

j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil

k. Perbaikan sarana prasarana keschatan dan pendidikan
L. Sarana Prasarana Air Bersih
m.Lain-lain pembangunan
Pembangunan Pemanfaztan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan
Kebudayaan, diantaraaya :
a, Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud/TK
b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Raudhatul athfal {RA)
c. Taman Bacaan Masyarakat
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktit serta Pembangunan,
Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi,
diantaranya :
a. Pengembangan Nagari Wisata
b. Pembangunan Pasar Nagari
¢. Pembinaan Pasar Nagari dan Kios Nagari
d. Pembentukan BUMNagari maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- yang
dipergunakan untuk:
- Sewa kantor
- Biaya Pembentukan Badan Hukum (akta notaris)

- Biaya ATK
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f. Pembentukan dan Penguatan Warung Tekuologi Tepat Guna maksimal
dialokasikan pernagari sebesar Rp. 10.000.000,- yang diperuntukkan
untuk :

- Biaya ATK.
- Biaya makan dan minumn rapat
- Uang Pengantian Transportasi

Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Tkan Milik Nagari

= ga

. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Nagari

Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan

[
by

j. Pengembangan Benih Lokal

k. Pengembangan Ternak Sccara Kolektif

1. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu
m.Penyertaan Modal BUUMNagari Maksimal Rp. 50.000.000,-
n. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)

0. Lain-lain kegiatan vang dianggap penting

Pembangunan bidang Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
a. Pembangunan Polindes dan atau peralatan polindes

b Pembangunan MCK

c. Pemeliharaan Lahan Pekarangan

d. Gerakan kebersihan Nagari

e. Pembangunan Posyandu dan atau peralatan posyandu

f. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

Bantuan stimulan
Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana untuk
membiayaan pembangunan sarana prasarana bersifat stimulan/hibah
yang dipergunakan untuk :
a. Bantuan biaya pembuatan 30 buah Jamban bagi masyarakat kurang
mampu masing-masing sebesar Rp. 2.000.060,-
b. Bantuan biaya pembuatan 10 buah Rumah tidak layak huni bagi
masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-
. Bantuan biaya pemasangan Listrik bagi 25 unit rumah masyarakat
kurang marmpu masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-
d. Bantuan bahan material bagi Sarana keagarnaan dan gotong royong
dengan ketentuan
- Maksimal senilai Rp. 25.000.000,- untuk APB Nagari yang
anggarannya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah)
- Maksimal senilai Rp. 35.000.000,- untuk APB Nagari vang



- Setiup bantuan berupa bahan bangunan maksimal senilai Rp.
1.500.C00,- termasuk PPN

- Pertanggungjawaban kegiatan dilengkapi proposal permohonan dari
organisasi/pengurus dan berila acara serah terima barang dari

Nagari kepada Pengurus.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1} Pembinaan Lembaga Adat /KAN
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja
Penunjang Operasional Lembaga Adat maksinal sebesar Rp.
75.000.000,- ner tahun dan dihitung secara proporsional! oleh nagari
yang diperuntukkan untuk :
- Biaya ATK
- Uang pengantian transportasi untuk kegiatan penyuluhan dan
sengketa adat dan ulayat yang besarannya diatur dalam peraturan
Bupati tentang standar biaya
Biaya Makan dan minum rapat
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
- Honorarium penceramah
- Pembelian pakajan adat menurut Adat Salingka Nagari maksimal 1
stel per orang
2) Penguatan Kelembagaan Perempuan / PKK
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK maksimal sebesar Rp.
50.000.000,- per tahun yang dipergunakan uatuk :
- Biaya ATK
! - Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus TP-PKK Nagari

- Seragam Anggota TP-PKK maksimal 1 stel/pengurus

- Pembuatan Papan Data

- Pembuatan Plang TP-PKK Nagari

- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari

- Pengadaan Sarana Publikasi

- Dokumentasi Kegiatan

- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi

- Biaya makan dan minum rapat

- Uang pengantian transportasi

- Honorarium narasumber, pembawa acara, dan pembaca doa

- Biaya banftuan pembuatan dasawisma/toga dsbnya



a)

6)

Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan dan olahraga

Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan paling banyak Rp.

50.000.000,- per tahun vang dipergunakan untuk :

Kegiatan Pembinaan keolahragaan seperti lomba olahraga tingkat
nagari

- Kegiatan kepemudaan lainnya seperti pelatihan sadar wisata

Pembinaan kelembagaan Bundo Kanduang

Kegiatan Penguatan Kelembagaan bundo kanduang maksimal sebesar

Rp. 30.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK

- Biaya Pelatihan dan penyuluban Pengurus Bundo kanduang

- Seragam Pengurus bunde kanduang maksimai 1 stel perorang;

- Pembuatan Papan Data

- Pembuatan Plang Bundo kanduang

- Dokunientasi Kegiatan

- Pengacaan Alat Peraga dan Simulasi

- Biaya makan dan minum

- Uang pengantlian tfransportasi

- Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara

Peringatan Hari Eesar Nasional (PHBN)

Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Nasional diperuntukan

bagi nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT RI dan upacara

hari-hari besar lainnya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- per
tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya makan dan minum

- Biaya sewa tenda dan kursi

- Biaya sewa soundsistem

- Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa

- Honorarium pelatih

Pembinaan Keagamaan

Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukan bagi

Nagari yang menyelenggarakan MTQ Negari atau kegiatan keagamaan

lainnya yang dipergunakan untuk :

a. Untuk MTQ dan peringatan hari besar keagamaan dianggarkan
maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun vang diperuntukkan
bagi :

- Biaya makan dan minum
- Biaya sewa tenda dan xursi

- Biaya sewa sournvisistem
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8)

1)

b. Pondok Alguran Nagari paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,-per
tahun yang diperuntukkan bagi :
- Biaya makan dan minum
- Honorarium Pelatih
c. Insentif dai jorong, GARIN/Guru TPA yang besarannya sesual
dengan standar biaya nagari
Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Nagari
Penetapan Anggaran Pembinaan keamanan, ketertiban dan
ketentraman diperuntukan untuk pembiayaan pelaksaan kegiataa
patroli, sosialiasasi terntang narkoba danr penyakit masyarakat, dan
penyelesaiah masalah keamanan dan ketertiban dan penegakan
perna paling banyak Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan
untuk :
- Biaya ATK.
- Uanyg pengantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli,
sosialisasi dsbnya.
- Biaya Makan dan minum rapat.
- Honorariuma narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
Fasilitasi pengembangan kelompok tani
Penetapan Anggaran Fasilitasi pengembangan kelompok tani ini
dipergunakan untuk biaya honorarium tenaga penyuluh pertanian
yang besarannya mengacu kepada Peraturan Bbupati tentang standar

biaya nagari..

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Posyandu

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Nagari melalui

a. Penggaﬁtian transport kader Posyandu yang besarnya sesuai
standar biaya nagayi yang dibayarkan setiap bulannya

b. Belanja barang jasa lainnya seperti pembelian Seragam Kader
Posyandu dan Peningkatan kapasitas kader dengan mengikuti

Pelatihan, serta pengadaan sarana posyandu

Pembinaan kelembagaan Pondok Bersalin Desa (POLINDES)

Kegiatan Pembinasn Polindes yang dipergunakan untuk .

1. Belanja honorarium Bidan jorong yang besarannya sesual standar
biaya nagari

2. Pembelian peralatan dan perlengkapan sarana polindes maksimal

Rp. 50.000.000,- per tahun



€.

3)

4)

5)

6)

Pembinaan LPMYN /KPMN
Kegiatan Pembinaan  LPMN/KPMN  maksimal sebesar Rp.
30.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :
- Biaya ATK dan fotocopy
- Pembuatan Papan Data
- Pemmbuatan Plang LPMN
- Dokumentasi Kegiatan
- Biaya meakan dan minum
- Uang penggantian transportasi
- Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara
Pengembangan Kesenian Tradisional
Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan
untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Nagari sebesar Rp.
30.000.000 per tahun yang dapat dipergunakan untuk :
Pembclian Peralatan Kesenian Tradisional
Kegiatan lomba kesenian tingkat nagari
Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir, kelompok-
kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang
difabel
Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir,
kelompok- kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan
penyandang difabel dipergunakan untuk biaya Pengiriman kelompok
masyarakat antuk mengikuti pelatihan kerja pada balai tenaga kerja
propinsi dengan alokasi minimal 20 orang per nagari per tahun yang
besarannya sesuai dengan ketentuan
Peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana
masyarakat Nagari |
Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan
bencana nagri dipergunakan untuk biaya rekruitmen dan pelatihan
tim siaga bencana lingkat nagari dengan alokasi anggaran maksimal
sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun dengan rincian :
- Honorarinum pelatih/fasilitator
- Uang pengantian transportasi peserta

Biaya pembuatan spanduk/plank merk

- Biaya makan dan minum peserta

Biaya Tak Terduga

1)

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dapat berupa bantuan

langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan  bagi



berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti,
tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya
sesuai dengan kebutithan.
2} Lain-lain Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang velum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan,
dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak
digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa

Tahun Anggaran berikutinya.

Kegiatan sebagaimana diatas dirinci dalam belanja diatas terdiri atas jenis
belanja:
a. Pegawai
Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan BPD yang
dibayarkan setiap bulan.
Selain menerima penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari
menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut
bersumber dari APB Nagari dan besarannya ditetapkan dengan peraturan

bupati.

o

. Bavang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua belas} bulan. Beberapa
contoh Belanja barang/jasa antara lain :

1)  Alat tulis kantor

2) Benda pos
3} Bahan/material
4} Pemeliharaan
5} Cetak/penggandaan
6) Sewa kantor Nagari
7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
8} Makanan dan minuman rapat
9) Pakaian dinas dan atributnya

10} Perjalanan dinas

11) Upah kerja

12} Honorarium narasumber/ahl;

13) Operasional Pemerintah Nagari;

14) Coperasional bamus;

15) Insentif Dai, Bidan, Penyuluh, Guru Paud dan Kader; dan
16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.



c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/

pengadasn barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan.Pembeiian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk

kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Selanjutnya Belanja Nagari diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

KODE REKENING DAN DAFTAR

URAIAN KEWENANGAN /BIDANG KEGIATAN

KODE

RERENING

TVRAIAN KEWENANGAN /BIDANG XEGIATAN

KET

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NAGARI

wloN

Pemnbayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

b

1 | Belanja Pegawai

Kegiatan Operasional Kantor Desa/Nagari

b Rl ]|

Belanja Barang dan Jasa

ko

Belanja Modal

TR SR Y

Keglatan Operasional BPD/Bamus

2 | Belanja Barang dan Jasa

Kegiai:_a_n Operasional RT/RW/Jorong

bol RN

2 | Belunja Baranyg dan Jasa

Kegiatan Penyelenggaraan Muéyawarah Desa/Nagari

b| B2

2 | Belanjo Burang dan Jasa

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari

2 | Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

ba| M RO W

2 I Belanja Barang dan Jasa

PPy Y Y (Y (N VY () R Y U P RRTUOY (R Y (Y

L%}

Wi~ QL O Gy il Gy B B e W

Kegistan Penyelenggaraan Kerjasama Antar
Desa/Nagari

bho

o0

2 | Belanja Barang dan Jasa

Seleksi Perangkat Nagari

b b

2 | Belanja Barang dan Jasa
H

10

Pemilihan Anggota Bamus

LR v

10

2 % Belunja Barang dan Jasa

v

pek| k] | ]| | e
o]

11

Penyusunan LPPN/LKPJ/Pertanggunjawaban APB
Nagari

—

11

2 | Belanja Barang dan Jasa

[y

12

Penyusunan dan Pendayagunaan Profi Nagari

12

2 | Belanja Barang dan Jasa

[y

13

Penataan Nagari

—

R NN RN

13

1 | Belanja Pegawai




12 1 113 |3 | Belanja Modal
2 1 | 14 | Pemilihan Wali Nugari
2 1 | 14 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 1 | 15 { Lomba Nagari
2 1 |15 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 |2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Nagari
2 21 Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
2 211 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2 11 3 | Belanja Modal
2 12 |2 | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa/Nagari
2 212 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 212 3 | Belanja Modal
2 2 | 3 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik
Kantor
o 2 2|3 2 | Belanja Barang dan Jasa
i "2 12 13 |3 | Belanja Modal
2 2|4 Kegiatan Pembungunan Fisik Sosial
2 2|4 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2 |4 3 | Belanja Modal
2 2|5 Kegiatun Pembangnnan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
2 215 2 | Relanja Barany dan Jasa
215 3 | Belanju Modal
2 2 | 6 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
2 2 |6 |2 | Belanja Barang dan Jasa
2 216 3 | Belanja Modal
2 2 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan
Kebersihan Lingkungan
2 2 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2 | 3 | Belanja Modal
2 2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman
Bacaan Masyarakat
2 2 2 | Belunja Barang dan Jasa.
2 2 3 | Belanja Modal
2 2 Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
N Bidup
2 2 2 | Belanja Barang dan Jasa
2 3 | Belanja Modal
2 10 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Desa/Nagari
2 |2 |10 |2 | Belanja Barang dan Jasa
2 2 |10 | 3 | Belanja Modal
2 |2 |11 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Masvaralkat




2 2 |11 | 2 | Beianja Barang dan Jasa

2 2|11 Belanja Modal

2 |2 |12 | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih

2 2 |12 Belanja Barang dan Jasa

2 2 |12 Belanja Modal

2 2 3 | Kepiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro

2 2113 Belanja Barang dan Jasa

2 2113 §Welanja Modal

2 2 | 14 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas
Desa

2 2 114 |2 | Belanja Barang dan Jasa

2 T2 14 I3 | Belanja Modal

2 2 |15 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas
Desa

2 2 | 15 | 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 2 | 15 | 3 | Belanja Modal

2 (2|16 |Dst

2 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2 3 |1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

2 1311 |2 |Belanja Barang danJasa

2 312 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

2 32 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 3 |3 | Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

2 33 2 | Belunja Barang dan Jasa

2 34 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

2 3 |4 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 U5 Pembinaan Kervkunan Umat Beragama

2 315 2 | Belanja Barang dan Jasa

. 3 |6 Pembinaan Lembaga Adat

2 1316 2 | Belanja Barang dar. Jasa

2 |3 |7 |Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

2 3|7 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 38 Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya

0 318 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 3,9 Kegiatan Pembinaan LPMN

2 3 19 |2 | Belanja Barang dan Jasa

2 |3 |9 |Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

2 319 2 | Belanja Barang dan Jasa

2 |3 (10 | Dst..

2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 |4 |1 |Kegiatan Pelatihan Kepala Desa/Wali Nagari dan

Paroanolrat




F—y

2 | Belanja Barang dan Jasa

A
PN
N

Kegiatan Peninglkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat

b2
]

2 | Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K daiz BKB

2 | Belanja Barang dan Jasa

[ ST ST ST ST 'S

Kegiatan Pemberdayaan Lkonomi Masyarakat

B o W W

2 | Belanja Barang dan Jasa

PN N RN BN N

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani, Nelayan dan
lain-lain
2 | Belanja Barang dan Jasa

n

bho

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna

+

2 ] Belanja Barang dan Jasa
{

| 3]
+a
=i O S U

| ST
-

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Xecil dan Industri
Rumah Tangga
2 | Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Sosialisosi kepada Masyaralkat

2 | Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal

s sl 2 sl s
ol o w| el -

2 | Belanja Barang dan Jasa

¢ | Dst.
!

BIDANG TAK TERDUGA

Hegiatan Penanggulangan Bencana Alam

b

G| | d»

LRI VE I ST TN VIR TR CEEN STAN S TN CTIE ST ST S I S

i

2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal

Kegiatan Penanggulangan BEencana Lain

;
D N | | e

2 | Belanja Barang dan Jasa
3 | Belanja Modal
3 DsT

oy G| |
[
[e]

Jumlah Belanja

3. Pembiayaan
Pembiayaan Nagari meliputi sernua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima keinbali, baik pada tahun
anggaran yang Dbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikuinya.

Pemibiayaan Nagari terdiri atas kelompok :
4. Penerunaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup :




e

b. FPencairan Dana Cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan

untuk :

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan.

Sil.PA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017
ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun

anggaran berkenaar.,

Hasil penjualan kekayaan MWMagari yang dipisabhkan digunakan untuk

menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal Nagari

Pemerintah Nageri dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai
kegiatan yang penyedigan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan

ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Peraturan Nagari tersebut paling sedikit memuat :

a. DPenetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. Sumber dana cadangan

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana
cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa,
kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara
ikhusus berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali

Nasari.



IV. TEENIS PENYUSUNAN APB Nagari

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Nagari dan

Bamus harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APEB Nagari ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;

2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;

3. Pelaksanaan kegiatan Nagari harus sesuai dengan Kewenangan Nagari yang
diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

4, Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari vang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi,
Dan hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Tim Asistensi APB Nagari

Kabupaten Pasaman Barat

Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana
@ dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua pulub) hari kerja sejak

w

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDNagari

6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari paling lama 20
{dua puluh) hari kerja se¢jak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari

teutang APB Nagari.

7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada point (6) Peraturan Nagari terscbut berlaku

dengan sendirinya.

3. Dalam hal Bupati menvatakan hasil eveluasi Rancangan Peraturan Nagari
tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan  yang lebih tinggi, Walingari melakukan

| pernyempurnaan paling lama 7 (tujub) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana
dimaksud dalamm point & dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati
membatalkan Peraturan Nagari dehgan Keputusan Bupati. Pembatalan
Peraturan Nagari sekaligus menyatakan berlakunyva pagu APB Nagari tahun
anggaran sebelumnva. Dalam hal Pembatalan tersebut Wali Nagari hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional peayelenggaraain |

Pernerintah Nagari.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA
1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan
provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun



alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang
Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2017.

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah
Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan
darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan
darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kegiatan dalain keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan
dalam belanja tidak terduga.

Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi
secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Perencanaan penganggaran APB Nagari yang berupa pembangunan fisik
dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
melalui SKPD terkait.

Kegiatan Fisik  yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor,
pembangunannya harus diatas tanah aset Nagari yang dibuktikan dengan
Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Nagari yang Sah.

Ditetapkan di Sim Empat
pada tanggal/.%‘;ﬁaﬁ 2017
BURATI PASAMAN BARAT,

b

H.SYAHIRAN

Pejabat Tanggal Paraf
Sekda .
Kadis 18 ~ g~20\) %
Sekdis (8~ /15
Kabid PKM | {§-0( 2013 | /'
Kasi PPM 801 goif | 4

|



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA

NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

LAMBANG

PEMERINTAM NAGARL .civvnienennnes

PEMNAG KECAMATAN .ovcvcinnrnnnnne
KABUPATEN .ccovivvvncernnenn:
RANCANGAN PERATURAN NAGARL.vvrerenrriiininn
NOMOR ..ivveeenes TAHUN..we
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN ... cviiinennens
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARL..ov v
Menimbang :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor ... Tahun ...... TENLanE evevrninrrnaraass , Wali Nagari menetapikan rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB
Nagari);
b. Bahwa Kancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakali bersama Badan permusyawaral Nagari;
¢. Pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
auruf b perlu menetapkan Rencangan Peraturan Nagari ... tentang
Angmaran Pendapatan dan Belanja Nagari (AP Nagari) menjadi Peraturan
NAGATL. veereerenn. tenitang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)
Nagari Tahun Anggaran ........
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5495}
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 213, Teinbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539}
3. Peraturan Pemerintals Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5358);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  ....ee... Tahun ... tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peratutan Daerah Kabugpaten ....... NOTOL evvrerievneee Tahun ........ tentang
vereereneneee iLembaran daerah Kabupaten ... Tahun ............ Nomor ..... |5
6, Dst..
Dengan Kesepaliatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARL......ocvnvinnins
MEMUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN NAGARI....cocoiees TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN ...ovvenvinnens
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

2. Belanja Nagari



b. Bidang Pembangunan Rpiiiivirercvveieens

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RPiiniiieievccenennes
e. Bidang Tak Terduga RPeeniisniieeerinennn,
Jumlah Belanja 24« TP

Surplus/ Defisit RPicirenrsreneceenne

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. orviiinininins
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. crereeneeiiinniiziienns
Selisih Pembiayaan {a~b) Rp.....n..

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pagal 1,
tercantum dalam lampiren Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagari,

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan
Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam

Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di ......ccccevireennnn
Pada tanggal .....cccceeeeeenn.

WALI NAGARL......ovviernne

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal uari 2017

Pejabat Tanggal Paraf
Sekda
Kadis 8- or ~\3 (j‘
Sekdis 1 Q ~0l - 3 V/g
Kabid PKM |y —ot-t3| /
Kasi PFM 18-00=20i7 | Y




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 9 Tahun 2017

TANGGAL : 14 Februari 2017
TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Nagan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun

Anggaran 2017

KEOP PEMERINTAH NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama D

Jabatan ...

Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :

1.  Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatan ........ pada Pemerintah
Nagari ..... , tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat
Nomor Tahun ...... tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten
Pasaman Barat tahun 2017.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain
Faitl @ e e, ( sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang
diacu pado tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
pada Pemerintah Nagati..........c.c......

3. Penggumnaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan
meinperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bertanggung jawab pernruh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia
mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan
penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah
jabatai.
Nagari, ...coceeveiriivnnnnnnnn.
Wali Nagari...................

(Tanda tangan)

.......................




